BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan
pendaftaran Hak Tanggungan terintegritas secara elektronik setelah berlakunya
Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak
Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik di Kabupaten Sikka sudah
terlaksana sesuai dengan peraturan tersebut. Serangkaian tahapan yang terdiri
dari pengajuan permohonan oleh debitur, verifikasi data dan dokumen,
pembuatan surat order kepada Notaris/PPAT, terbitnya APHT, pendaftaran ke
sistem HT-el dan akhirnya terbit Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik pada
hari ke tujuh.

Namun kendati demikian, pelaksaan kebijakan ini belum sepenuhnya
optimal karena adanya hambatan hambatan yang terjadi yakni, server down
karena gangguan di pusat data dan infromasi (pusdatin) ATR/BPN saat jam
sibuk dan ketika harus dilakukan pemeliharaan, ketidaksesuaian data yang
harus di unduh, serta jaringan internet yang kurang memadai, Tidak efektifnya
komunikasi dari para pihak yang mempunyai akses dalam sistem HT-el yaitu
Kreditur, PPAT, dan Kantor Pertanahan sendiri juga menghambat proses

pendaftaran hak tanggungan elektronik.
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B. Saran

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan
terintegrasi elektronik di kabupaten sikka, penulis memberikan saran yaitu,
perlu adanya peningkatan kapasitas server dan infrastruktur jaringan bagi pusat
data dan informasi kemetrian ATR/BPN yang berkaitan dengan pengoptimalan
manajemen beban agar sistem stabil dan responsif terutama pada jam sibuk dan
menjelang liburan, perlu dilakukan upaya intensif untuk validasi dan
sinkronisasi data subjek dan objek hak tanggungan secara berkala. Kantor
pertanahan dapat memberikan pedoman yang lebih ketat dan jelas mengenai
standar input data. PPAT dan Perbankan harus lebih teliti dalam memastikan
kelengkapan dan kesesuaian data sebelum diajukan ke sistem HT-el,
disarankan untuk Kantor Pertanahan membentuk forum diskusi rutin sebagai
wadah berbagi informasi dan mencari solusi bersama. Kantor pertanahan dapat
meyediakan lebih banyak narahubung agar lebih responsif dan mudah diakses
untuk permasalahan teknis yang terjadi serta peningkatan sosialisasi dan

edukasi masyarakat.
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